LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN LANGKAT

Nompor : ‘Fahwn SERL: N() -

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR: 1 TAHUN 2005

TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAKRARN
KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LANGKAT,

X Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 28 ayat (2} Peraturan

; Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, perlu ditetapkan Peraturan

Daerah Kabupaten Langkat. '

|

Mengingat : I. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan
Dacrah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan FProviesi

Sumatera Utara ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3363) ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;

4. Undang-Undang...........
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10.

12,

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan
n Perwakilan

Kedudukan Maijelis Permusyawaratan Rakyat, Dewa
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 43 0,

Undang-Undang Nomor | Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4335) ;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan PerUndang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemenksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indoncsia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
‘Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemmbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan
Toukota Kabupaten Dacrah Tingkat Il Langkat dari Binjai ke Stabat ;

. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan batas

wilayah Kodya Daerah Tingkat 1l Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat I
Langkat dan Kabupaten Dacrah Tingkat 1T Dels Serdang :

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang  Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi scbagat Daerah Ortonom
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomeor 54
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3052) ,

- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indongsia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4022) ; |

14. Undang-Undang
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14. Peratran Perncrintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemenntahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4090) ;

15. Peratwran Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90 Tambahan L.embaran Negara Nomor 4416} ;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor
4417y ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT
dan
BUPATI LANGKAT

MEMUTUSKAN:

Menectapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER
DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT.

BABI1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dacrah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Pemenntah Kabupaten Langkat:.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah.




10.

i1.

12.

13.

14.

Penyclenggara Pemeriatah Daerah  adalah Pemerintah Kabupaten
I.angkat dan DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya discbut DPRD adalah
Lembaga Perwakilan rakyat Daerah sebapai unsur Penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

Kepala Daerah adalah Bupati [ anghat.

Wakil Kepala Dacrah adalah Wakil Bupati [.angkat.

Pinpinan  DPRD  adalah Ketua dan Wakil-Wakil Kefua DPRD
Kabupaten Langkat.

Anggota DPRD adalah mereka yang dircsmikan keanggotaannya sebagat
Anggota DPRD  Kabupaten Langkat dan telah mengucapkan
sumpah/janji berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Seckretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin
Seckretariat DPRD Kabupaten Langkat. _

Pejabat Pemerintah adalah Pejabat Pemerintah Pusat yang diberikan
tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
Protokol adalah serangkajian aturan acara resmi atau upacara, yang
mengatur mengenai tata penghormatan, tata tempat dan tata upacara,
schubungan dengan penghormatan kepada seseorang dan atau bendera
atau lambang atau panji sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya
dalam Negara, Pemerintah, Pemerintah Dacrah atau masyarakat.

Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atan masyarakat dalam
melaksanakan tugas dan fungsi tertentu yang dihadiri oleh Pejabat
Negara dan atau Pejabat Pemerintzh dan atau Pejabat Pemerintah Daerah
dan atan Tokoh Masyarakat serta undangan lainnya

Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara
kenegaraan dan acara resmi.

Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat
bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah dan
Tokoh Masyarakat serta terhadap bendera atay lambang atau panji dalam
acara resmi atau upacara.



15.

19.

20.
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22.

23,

24.

25.

Tata Tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara,
Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat

dalam acara resmt atau upacara.

. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada

Pimpinan dan Anggota DPRD schubungan dengan kedudukannya
scbagai Pimpinan dan Anggota DPRD.

. Uang, paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan

dan Anggota DPRD dalam menghadirti dan mengikuti rapat-rapat dinas.

. Tunjangan Jabatan adalah uvang yang diberikan setiap bulan kepada

Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua,
Wakil Ketua dan Anggota DPRD.

Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan
sctiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD adalah uang yang
diberikan sehubungan dengan kedudukannya sebagm Ketua, Wakil Ketua
atan Sckretaris dan Anggota Panitia Musyawarah atau Komisi atau
Badan Kehormatan atau Panitia Anggaran atau Kelengkapan lannya.
Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan keschatan
dan pengobatan, rumah, jabatan dan perlengkapannya, kendaraan dinas
jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya
pengurusan jenazah.

Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan
diberhentikan dengan hormat.

Belanja penunjang kegiatan DPRD adalah Anggaran Belanja untuk
mendukung kelancaran tugas fungst dan wewenang DPRD.

Belanja Sekretariat DPRD adalah belanja untk menunjang aktifitas
DPRD dan Sekretanat DPRD.

Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPRD berdasarkan Partai Politik
yang memperoleh kursi sesuai dengan jumlah yang ditetapkan.

Komisi adalah pengelompokan Anggota DPRD secara fungsional
berdasarkan tugas-tugas yang ada di DPRD.

26, Panitia ... ... ...
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27,

28.
29.

30.

Panitia Musyawarah adalah Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.

Panitia Anggaran adalah Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah.

Panitia Khusus adalah Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disebut Badan Kehormatan adalah Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Langkat yang dibentuk dan ditctapkan dengan
Keputusan DPRD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Langkat selanjutnya
disebut APBD adalah vencana kcuangan tahunan Pemerintah Daerah
Kabupaten Langkat yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB H
KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN
DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN LANGKAT

Bagian Pertama
Acarz Resmi

Pasai 2

{1) Piropinan danm Anggota DPRD memperoich kedudukan Protokoler dalam

Acara Resmi.

{2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah ;

b. Acara Resmi Pemcrintah Daerah yang menghadirkan Pejabat
Pemerintah ;

c¢. Acara resmi Pemenmtah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat
Pemerintah Daerah.



Bagian Kedua
Tata Tempat

Pasal 3

Tata Tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Acara Resmi yang

diadakan Pemenntah Daerah sebagai berikut :

a. Ketua DPRD disebelah kiri Kepala Daerah ;

b. Wakil-Wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Kepala Daerah setelah
Pejabat Instansi Vertikal lainnya ;

¢.  Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah
lainnya yang setingkat Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala
Dinas/Badan dan atau Satuan Kerja Daerah lainnya.

Pasal 4
Tata Tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagat berikut :

a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-Wakil Ketua DPRD ;
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempatkan sejajar dan
disebelah kanan Ketua DPRD ;
Wakil-Wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD ;
Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disedikan untuk Anggota ;
Sekretanis DPRD duduk dibetakang Pirnpinan DPRD ;
Peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi Ruang Rapat.
Pasal 5

=
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Tata Tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala

Dacrah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut :

)] a.Ketua DPRD disebelah kiri Pejabat yang akan mengambil
Sumpah/Janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakii Kepala
Daerah ;

b. Wakil ...........




b. Wakil-Wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD ;

¢. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk
Anggota ;

d. Kepala Daersh dan Wakil Kepala Daerah yang lama, duduk
disebelah kanan Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan
melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dacrah ;

e. Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan
dilantik duduk disebefah kiri Wakil-Wakil Ketua DPRD :
Sekretaris DPRD duduk dibelakang Pimpinan DPRD ;

g Peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi ruangan rapat ;

h. Mantan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah setelah
petantikan duduk disebelah kiri Wakil-Wakil Ketua DPRD :

i. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang baru dilantik
duduk disebelah kanan Pejabat yang mengambil Sumpah/Janji
dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dacrah,

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) banya berlaku apabila
pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berlangsung di
gedung DPRD.

F Pasal 6

'b Tata Tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD
'. meliputi

a  Pmpinan DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah dan Ketua
Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk disebelah kanan
Kepala Dacrah ;

b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan Slnnpah/.lm'ljl duduk ditempat
yang telah disediakan; 3

C. Setelsh Pengucapan Sumpah/Janii Pimpimm Sementara DPRD duduk
disebelah kiri Kepala Dacrah :

d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat
yang ditunjuk duduk ditempat yang telah disediakan :

e. Sekretanis.... .., ..




Sekretaris DPRD duduk dibelakang Pimpinan DPRD ;

Anggota DPRD lainnya duduk ditempat yang telah disediakan ;

Para undangan dan peninjau duduk ditempat yang telah disediakan ; dan
Pers/Kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri.

o oo

Pasal 7

Tata Tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janyi dan Pelantkan Ketua
dan Wakil-Wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum scbagai berikut

a. Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah ;

b. Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kanan Ketua Pengaditan
Negeri ;

¢. Setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk disebetah kiri Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah, Wakil-Wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri
Ketua DPRD ;

d. Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk
di tempat yang telah disediakan.

Bagian Ketiga
Tata Upacara dan Tata Penghormatan

Pasal 8

(1) Tata upacara dalam Acara Resmi dapat berupa upacara bendera atau
bukan upacara bendcra ;

(2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya
Acara Resmi, disclenggarakan Tata upacara sesuai dengan Ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

(3) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan
penghormatan yang, diberikan kepada Pejabat Pemerintah.

(4) Penghormatan. .. ...




A

(4) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini
dilaksanakan sesuai dengan kententuan penundang-undangan.

Bagian Keempat

Pengamanan dan Pengaturan Acara Resmi
Pasal 9

(1) Pengamanan diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRI} Kabupaten
Langkat.

(2) Tata cara pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Peraturan Bupati Langkat.

Pasal 10

Pengaturan acara resmi Pimpinan dan Anggota DPRD disusun dengan

agenda acara.
Bagian Kelima

Tanda Nomor Kenderaan Jabatan
Pasal 11

(1) Kenderaan jabatan yang digunakan Pimpinan DPRD diben tanda nomor
kendaraan khusus sesuai dengan kebutuhan.

(2) Protokol tanda nomor kenderaan khusus sebagamana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 12

Bagi Pejabat yang tidak lagi memangku jabatannya, tarida nomor kenderaan
Jabatan beserta kenderaan jabatan atau dinas, diserahkan kembali secara
lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah, selambat-
lambatnya empat belas hari sejak yang bersangkutan berhenti dari jabatannya
dan dituangkan dalam Berita Acara serah terima.

BABIN ....... . ..

10




BAB IH
BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA
DPRD KABUPATEN LANGKAT

Bagian Pertama
Penghasilan

Pasal 13
Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :
Uang Representasi ;
Uang Paket ;
Tunjangan Jabatan ;
Tunjangan Panitia Musyawarah |
Tunjangan Komusi ;
Tunjangan Panitia Anggaran ;
Tunjangan Badan Kehormatan ;
Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya.

s S L T A

Pasal 14

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representas:.

(2) Uang Representasi Ketua DPRD Kabupaten Langkat setara dengan Gaji
Pokok Bupati ymng ditetapkan Pemeriatah.

(3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD Kab. Langkat sebesar 80 %
(delapan puluh perseratus) dan Uang Representasi Ketua DPRD
Kabupaten Langkat.

(4) Uang Represemiasi Anggota DFKL) Kabupaten Langkal sebesar 7>7o
(twyuh pulub perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD Kabupaten
Langkat. \

(5) Selain Uang Representasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) juga diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras yang
besarmya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil
Golongan 1V.

11




Pazal 15

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket.
(2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10 % (sepuluh
perseratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 16

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan.

(2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) scbesar 145%
(seratus empat puleh lima perseratus) dari masing-masing Usang
Representasi.

Pasal 17

Pimpinan atan Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau
Komisi atan Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Panitia Legislasi
atau Panitia Khusus atau Panitia’Komisi/Badan lainnya yang diperfukan
untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD diberikan
tomjangan schagai bertkut :
a. Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan
Jabatan Ketua DPRD ;
b. Wakil Ketua sebesar 5% (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan
Ketua DPRD ;
. Sekretaris sebesar 4% (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan
Ketua DPRD;
d. Anggota sebesar 3% (tiga perscratus) dari Tunjangan Jabatan Kotua
DPRD ;

Pasal 18

(1) Pajak Penghasilan Pimpinar dan Anggota DPRD dikenakan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

(2) Penghasilan ... .....
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(2) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaiman dimaksud pada
pasal 13. pajak penghasilan (PPh) dibebankan kepada Keuangan Dacrah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD diluar sebagaimana dimaksud
pada pasal 13, pajak penghasilannyza (PPh) tidak dibebankan kepada
Keuangan Dacrah.

Bagian Kedua
Tunjangan Kesciahteraan

Pasal 19

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan tunjangan
pemeliharaan kesehatan dan pengobatan.

(2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat pemeliharaan
kesehatan dan pengobatan yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang
anak.

(3) Tunjangan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada
Lembaga Asuransi Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten

Langkat.
Pasal 20

(1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan
beserta perlengkapannya dan 1 (saty) unit kendaraan dinas jabatan yang
pengesahan pemakaiannya dituangkan dalam tkatan perjanjian antara
Pemerintah Kabupaten Langkat dan Pimpinan DPRD.

(2) Penyediaan perlengkapan dan kenderaan dinas jabatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar yang ditetapkan
dengan Peraturan Bupat: dengan memperhatikan prinsip penghematan,
kepatutan dan kewajaran.

(3) Belanja pemeliharaan rumsh jabatan beserta perlengkapannya dan
kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD.

(4) Dalam hal.............
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(4) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bhaktinya, wayb
mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan
dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1
(bulan) sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 21

(1) Untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD,
Pemerintah dapat memberikan bantuan kendaraan dinas bagi alat
kelengkapan DPRD.

(2) Pelaksanaan pemberian  bantuan Kendaraan Dinas  operasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati
dengan memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.

Pasal 22

(1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas
beserta perlengkapannya.

(2) Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapamnya dibebankan
pada APBD.

(3) Dalam hal Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa bhaktinya,
wajib mengembalikan rumah dinas beserla perlengkapannya dalam
keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan
sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 23
Rumsh jabatan Pimpinan DPRD, rumah dinas Anggota DPRD beserta
perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat

disewa belikan atan diguna usahakan atau dipindah tangankan atsn diubsah
struktur bangunan dan status hukumnya.
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Pasal 24

(1) Dalam hal Pemerintah Dacrah belum dapat menyediakan runah jabatan
Pimpinan atau ramah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan
diberikan tinjangan perumahan.

(2) Tunjangan perumahan sebagaumana dimaksud pada ayat (1) berupa uang
sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat
yang berlaku yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati, dan dengan
memperhatikan prinsip penghematan, kepaiutan dan kewajaran.

Pasal 25

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas beserta
atmibunya terdiri atas
a. Pakaian Sipil Haran (jas mini lengan pendek) disediakan 2 (dua)
pasang dalam 1 (satu) tahun.

b. Pakaian Sipil Resmi (jas mini lengan panjang) disediakan 1 (satu)
pasang dalam 1 (satu) tahun,

c. Pakaian Sipil Lengkap (full dress) disediakan 1 (saiu) pasang dalam
5 (lima)} tahun.

(2) Apabila kondisi keuangan daerah memungkinkan untuk mendukung
kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD, Pemerintah Kabupaten
Langkat dapat memberikan seperangkat pakaian dacrah selain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan dan Anggota
DPRD.

(3) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan prinsip penghematan,

kepatntan dan kewajaran.
Pasal 26
Dalam hal Pimpinan atau Anpgota DPRD weninggal dunia, kepada ahli
waris diberkan :

aUag. ... .
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a Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang representasi atau apabila
meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas
sebesar 6 (enam) kali uang representasi ;

b. Bantuan biaya pengurusan jenazah adalah biaya yang dibebankan dalam
APBDsejakdaﬁnnnahdukaamuwmpatmgassmnpaikmmmt

pemakaman.

Bagian Ketiga
Uang Jasa Pengabdian

Pasal 27

(1) Pimpinan atan Anggota DPRD yang meninggal dunia atan mengakhiri
masa bhaktinya diberikan uang jasa pengabdian.

(2) Besamya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disesuaikan dengan masa bbakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan
ketentuan :

a Masa bhakti kurang dari | (satu) tahun, dibitang 1 (satu) tahun penuh
dan diberikan uang jasa pengabdian } (satu) bulan uang representasi ;

b. Mmbhakﬁsmnpaidmgml(satu)mhlm,dibuikanuangjasa
pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi ;

¢. Masa bhakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa
pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi ;

d. Masa bhakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa
pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi ;

e. Masa bhakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa
pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi ;

£ Masa bhakti sampsi dengan 5 (lima) tahun, diberikan vang jasa
pengabdian setinggi-tingginya 6 (enam) bulan uang representasi.

(3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa
pengabdian schagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli

warisnya

(4) Pembayaran ..........
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(4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan sciclah yang bersangkutan
dinyatakan dibethentikan secara terhormat sespai dengan Ketentuan

Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN
DPRD KAB. LANGKAT

Pasal 28

(1) Belanja Penunjang Kegiatan discdiakan untuk mendukung kelancaran
tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

(2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun berdasarkan Rencana Kerja Tahunan yang ditetapkan Pimpinan

DPRD.

BAB Y
PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD
KABUPATEN LANGKAT

Pasal 29

(1) Sekretaris DPRD meayusun belanja DPRD yang terdiri atas Belanja
Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, Tunjangan Kesejahteraan
Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang Kegiatan DPRD
yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Dacrah Sekretariat DPRD.

(2) Belanja Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 13, dianggarkan
dalam Pos DPRD.

(3) Tunjangan Kescjahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tersebut dalam ketentuan Pasal 19, Pasal 20,
Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27,

Serta...............
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serta Belanja Penunjang Kegiaian DPRD sebagaimana dimaksed dalam
Pasal Pasal 28 dan Pasal 29, dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang
. diuraikan kedalam jenis belanja sebagai berikut :

a.

Belanja Pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja gaji dan tunjangan
Pegawai Sekretariat DPRD sesuai dengan golongan jabatan,

Belanja Barang dan Jasa yaitu kebutuhan belanja barang dan jasa habis
pakai seperti alat tulis Kantor, pakaian dinas Pimpinan dan Anggota
DPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD, sewa rumgh, premi asuransi
kesehatan, konsumsi rapat Dewan, belanja listrik, telepon, air, gas dan
ongkos Kantor lainnya.

Belanja Perjalanaan Dinas yaitu belanja perjaianan Dinas Pimpinan dan
Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah baik didalam Daerah manpun keluar
Daerah yang besarnya disesuaikan dengan standar Perjalanan Dinas
Pegawai Negeri Sipil Golongan IV yang ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

Belanja Pemeliharaan smtara lain pemeliharaan sarana dan prasarana
gedung dan Kantor DPRD dan Sekretariat DPRD, rumah jabatan
Pimpinan dan rumah dinas Anggota DPRD dan Kendaraan Dinas
Pimpinan DPRD dan Kenderaan Dinas Operasional DPRD.

Belanja Modal antara lain untuk kebutuhan pembangunan/pertuasan/
penambahan gedung Kantor/rumah jabatan/rumah  dinas, pengadaan
perlengkapan/peralatan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan/atau rumah
dinas Anggota DPRD, perlengkapan/peralatan Kantor, pengadaan
Kendaraan Dinas Pimpinan dan kenderaan dinas operasional DPRD,
yang sifatnya menambah nilai kekayaan Daerah.

(4) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan

berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 30

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja
DPRD untuk tujuan Iain diluar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan
daerah ini, dinyatakan melanggar hukum

Pasal 31..........
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Pasal 31

"(1) Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dar
APBD.
(2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggung jawaban be!an__ja
DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan belanja
satuan kerja Perangkat Daerah lainnya.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

(1) Peraturan Dacrah Kabupaten Langkat dapat dibatalkan apabila
bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pembatalan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Gubernur.

BAB VH
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daersh ini semua Peraturan Daerah yang
berkaitan dengan Protokoler dan Kcuangan Pimpinan dan Anggota DPRD
dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VHI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34
Dalam hal terjadi permasalahan pelaksanaan Peraturan Daersh ini,
penyclesaiannya difasilitasi olch Gubernur sclaku Wakil Pemerintah bagi
Kabupaten.
Pasat35...........
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Pasal 35
Peraturan Daerah ini berlaku surut, mulai Januari 2005,

Agm'seﬁaporangmengetahlﬁnygmamrinmhkmmgmdmngmanwahini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di : Stabat
Pada tanggal . 15 April 2005.

BUPATI LANGKAT

dto
H. SYAMSUL ARIFIN, SE

Disetujui Oleh DPRD Kab. Langkat
Nomor : 12 Tahun 2005
Tanggal : 31 Maret 2005

Ditetapkandi  : Stabat
Padatanggal  : 15 April 2005,

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
dto

Drs. H. MASRI ZEIN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2005 NOMOR 03
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